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ABSTRAK 

 

Hendra Lukita (2021):  Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 
Pornografi Ditinjau dari Perspektif Maqashid 
Syari’ah 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan 
oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008, namun hingga 
saat ini efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan, hal ini terbukti 
dengan melihat masih banyaknya pertunjukan-pertunjukan yang mengesankan 
pornografi di masyarakat yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku. Larangan terhadap berbagai bentuk pornografi terdapat pada pasal 4 
sampai dengan pasal 12, namun larangan-larangan itu dinilai tidak memiliki 
konsep yang jelas padahal larangan pornografi sesuai dengan hukum Islam 
tentang perintah menutup aurat, larangan mendekati zina, dan perintah untuk 
menundukkan pandangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep 
pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, dan mengetahui 
pandangan maqashid syari‟ah terhadap larangan pornografi pada pasal 4 sampai 
dengan pasal 12. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 
sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-undang Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun sumber skunder diperoleh dari buku, 
jurnal, artikel, dan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang 
lingkup pembahasan. 

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dalam Tesis ini, pornografi menurut 
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, tulisan, atau perbuatan 
yang yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan yang malanggar 
norma kesusilaan dimasyarakat, bentuk-bentuk pornografi terdiri dari: pornografi 
dalam bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk perbuatan, dan 
pornografi dalam bentuk komersil. Larangan pornografi dalam Undang-undang ini 
mencakup; larangan pembuatan,  penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, 
serta larangan melibatkan anak dalam pornografi, larangan-larangan tersebut 
sesuai dengan konsep maqashid syari‟ah. Dalam perspekti maqashid syari‟ah, 
larangan-larangan tersebut bersifat dharuriyah yang berkaitan dengan upaya 
memelihara eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta karena dampak 
yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari bisnis pornografi, kecanduan pornografi, 
pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya.  

 
 



ABSTRAK 

 

Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif 

  Maqashid Syari’ah  

 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah disahkan 

oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008, namun hingga 

saat ini efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan, hal ini terbukti dengan 

melihat masih banyaknya pertunjukan-pertunjukan yang mengesankan pornografi di 

masyarakat yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Larangan terhadap berbagai bentuk pornografi terdapat pada pasal 4 sampai dengan 

pasal 12, namun larangan-larangan itu dinilai tidak memiliki konsep yang jelas 

padahal larangan pornografi sesuai dengan hukum Islam tentang perintah menutup 

aurat, larangan mendekati zina, dan perintah untuk menundukkan pandangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pornografi menurut Undang-

undang Nomor 44 Tahun 2008, dan mengetahui pandangan maqashid syari’ah 
terhadap larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), sumber 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi. Adapun sumber skunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan 

informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan. 

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dalam Tesis ini, pornografi menurut 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, tulisan, atau perbuatan yang 

yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan yang malanggar norma 

kesusilaan dimasyarakat, bentuk-bentuk pornografi terdiri dari: pornografi dalam 

bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk perbuatan, dan pornografi 

dalam bentuk komersil. Larangan pornografi dalam Undang-undang ini mencakup; 

larangan pembuatan,  penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta larangan 

melibatkan anak dalam pornografi, larangan-larangan tersebut sesuai dengan konsep 

maqashid syari’ah. Dalam perspekti maqashid syari’ah, larangan-larangan tersebut 

bersifat dharuriyah yang berkaitan dengan upaya memelihara eksistensi agama, jiwa, 

akal, kehormatan, dan harta karena dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari 

bisnis pornografi, kecanduan pornografi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Analysis of Articles 4 to 12 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography 

from the perspective of Maqashid Syari'ah 
 

 

Law Number 44 of 2008 concerning Pornography has been ratified by the 

President and promulgated on November 26, 2008, but until now its effectiveness 

and implementation is difficult to implement, this is evidenced by the fact that there 

are still many shows that suggest pornography in the community that are not dealt 

with in accordance with the law. with the provisions of applicable law. The 

prohibition against various forms of pornography is contained in Articles 4 to 12, but 

these prohibitions are considered to have no clear concept even though the 

prohibition of pornography is in accordance with Islamic law regarding the 

command to cover the genitals, the prohibition to approach adultery, and the 

command to lower one's gaze. This study aims to determine the concept of 

pornography according to Law No. 44 of 2008, and to find out the views of 

maqashid shari'ah on the prohibition of pornography in articles 4 to 12. 

This research is a library research, the primary source in this research is 

obtained from Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. The secondary 

sources are obtained from books, journals, articles, and other information that is 

relevant to the scope of the discussion. 

Based on the results and discussion in this thesis, pornography according to 

Law Number 44 of 2008 is an image, writing, or act related to sexuality and nudity 

that violates the norms of decency in society, the forms of pornography consist of: 

pornography in the form of images or writing , pornography in the form of actions, 

and pornography in commercial forms. The prohibition of pornography in this Act 

includes; the prohibition of the manufacture, distribution and use of pornography, as 

well as the prohibition of involving children in pornography, these prohibitions are 

in accordance with the concept of maqashid shari'ah. In the perspective of maqashid 
shari'ah, these prohibitions are dharuriyah in nature related to efforts to maintain the 

existence of religion, soul, reason, honor, and property because the impact is very 

broad, ranging from pornography business, pornography addiction, rape, abortion, 

and so on. . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الولخص 

 

فيوا يتعلق 1002لعام  44هي القاًوى رقن  21إلى  4تحليل الوواد هي   

، بالووادالوقاصذ السريعيالإباحية التي يتن عرضها هي هٌظور   

 

 82تشأْ اٌّٛاد الإتادٍح ٚتُ إصذاسٖ فً  8002ٌعاَ  44ٚلذ صذق اٌشئٍس عٍى اٌمأْٛ سلُ 
فعاٌٍتٙا ٚتٕفٍز٘ا ، ٌٚتعخ رٌه ِٓ دمٍمح أٔٗ لا ، ٌٚىٓ دتى اَْ ٌصعة تٕفٍز  8002ٔٛفّثش 

ٌضاي ٕ٘ان اٌعذٌذ ِٓ اٌعشٚض اٌتً تشٍش إٌى اٌّٛاد الإتادٍح فً اٌّجتّع ٚاٌتً لا تتُ ِماظاتٙا 
إْ تذشٌُ الأشىاي اٌّختٍفح ٌٍّٛاد الإتادٍح ٚاسد فً اٌّٛاد ِٓ . ٚفماً ٌلأدىاَ اٌمأٍٛٔح اٌّعّٛي تٙا

ظٛساخ لا تعتثش ِفِٙٛاً ٚاظذاً عٍى اٌشغُ ِٓ أْ تذشٌُ اٌّٛاد ، ٌىٓ ٘زٖ اٌّذ 28إٌى  4
، دظش الالتشاب الأععاء اٌتٕاسٍٍحالإتادٍح ٌتٛافك ِع اٌششٌعح الإسلاٍِح فٍّا ٌتعٍك تأِش تغطٍح  

ٚاٌضٔا الأِش تخفط اٌثصش. تٙذف ٘زٖ اٌذساسح إٌى تذذٌذ ِفَٙٛ اٌّٛاد الإتادٍح ٚفك اٌمأْٛ سلُ 
 4فً تذشٌُ اٌّٛاد الإتادٍح فً اٌّٛاد ِٓ ٚاٌٛلٛفّماصذ اٌششٌعح  ،عٍى آساء  8002ٌسٕح  44
فً ٘زٖ اٌذساسح تُ اٌذصٛي عٍٍٙا ِٓ اٌمأْٛ . ، اٌّصذس الأساسًّىتثح. ٘زا اٌثذث تذث28إٌى 

ٌتُ اٌذصٛي عٍى اٌّصادس اٌثأٌٛح ِٓ اٌىتة . تشأْ اٌّٛاد الإتادٍح 8002ٌعاَ  44سلُ 
ٚغٍش٘ا ِٓ اٌّعٍِٛاخ راخ اٌصٍح تٕطاق إٌّالشح. تٕاءً عٍى إٌتائج  ٚاٌّجلاخ ٚاٌّمالاخ

ً٘ صٛسج  8002ٌعاَ  44ٚإٌّالشح فً ٘زٖ الأغشٚدح ، فإْ اٌّٛاد الإتادٍح ٚفماً ٌٍمأْٛ سلُ 
أٚ وتاتح أٚ فعً ِتعٍك تاٌجٕس ٚاٌعشي ٌٕتٙه ِعاٌٍش اٌذشّح فً اٌّجتّع ، ٚتتىْٛ أشىاي اٌّٛاد 

ٌشًّ . س أٚ وتاتح ، ِٛاد إتادٍح فً شىً أفعاي ، ِٚٛاد إتادٍح تأشىاي تجاسٌحصٛ: الإتادٍح ِٓ
تذشٌُ صٕع ٚتٛصٌع ٚاستخذاَ اٌّٛاد الإتادٍح ، : دظش اٌّٛاد الإتادٍح فً ٘زا اٌمأْٛ ِا ًٌٍ

اٌّماصذ ٚوزٌه تذشٌُ إششان الأغفاي فً اٌّٛاد الإتادٍح ، ٚ٘زٖ اٌّذظٛساخ تتفك ِع ِفَٙٛ  
تتعٍك تاٌجٙٛد ظشٌٚح ، فإْ ٘زٖ اٌّذظٛساخ ٍ٘ثطثٍعتٙا ِماٌذ اٌششٌعحِٕظٛس  ِٓ. اٌششٌعح

اٌّثزٌٚح ٌٍذفاظ عٍى ٚجٛد اٌذٌٓ ٚاٌشٚح ٚاٌعمً ٚاٌششف ٚاٌٍّىٍح لأْ تأثٍش٘ا ٚاسع جذًا ، تذءًا 
 ِٓ الأعّاي الإتادٍح ، ٚالإدِاْ عٍى الإتادٍح ، ٚالاغتصاب ، الإجٙاض ، ِٚا إٌى رٌه.
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara majemuk yang terdiri berbagai suku bangsa, 

agama, dan adat-istiadat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Masyarakat 

Indonesia telah terbiasa hidup rukun dalam kebhinekaan, oleh karena itu 

semangat toleransi dan menghargai berbagai perbedaan perlu terus 

dipertahankan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, 

Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan kesopanan dalam pergaulan di masyarakat, sehingga tata cara 

berpakaian, pergaulan dengan lawan jenis, bahkan etika berbicarapun diatur 

dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat. 

Problema yang di alami masyarakat Indonesia saat ini yang dipandang 

sebagai ancaman mendasar bagi moral dan etika masyarakat adalah masalah 

pornografi dan pornoaksi. Pornografi adalah gambar atau tulisan yang dalam 

arti luas termasuk patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau 

menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila.1 Pornoaksi adalah aksi subjek 

atau objek seksual yang dipertontonkan secara langsung sehingga 

menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan 

histeria seksual di masyarakat.2 Permasalahan pornografi dan pornoaksi ini 

                                                           
1 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), h. 22 
 
2 Ibid 
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sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang sampai saat ini dinilai 

belum mampu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat di Indonesia.  

Kepedulian ulama terhadap pornografi telah diwujudkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia Pusat (MUI) sebagai salah satu lembaga wakil umat Islam 

yang  sangat peduli terhadap meningkatnya akibat negatif dari pornografi dan 

pornoaksi di masyarakat. MUI sebagai pemrakarsa merekomendasikan 

melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan 

pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara negara 

terkait menetapkan peraturan perundang-undangan tentang pornografi dan 

pornoaksi. 

Definisi pornografi dan pornoaksi berdasarkan fatwa MUI Nomor 287 

Tahun 2001, adalah: “Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, 

tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, 

reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik 

yang dapat membangkitkan nafsu birahi”.3 Berdasarkan definisi ini terlihat 

bahwa tolak ukur dari perbuatan pornografi dalam pandangan MUI adalah 

perbuatan yang dapat membangkitkan nafsu birahi, baik yang bersifat 

langsung maupun yang tidak langsung. Dari definisi tersebut juga dapat 

dipahami bahwa  pornografi langsung maksudnya adalah perbuatan atau 

gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi yang dapat dilihat tanpa 

prantara media cetak ataupun elektronik. Sedangkan pornografi tidak 

                                                           
3 Fatwa MUI Nomor  287 Tahun  2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi, angka 1 
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langsung maksudnya adalah segala perbuatan pornografi yang disebarkan 

melalui berbagai media cetak dan elektronik. 

Dalam fatwanya MUI juga mengungkapkan kaidah sadd al-dzari’ah  

yaitu  menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada 

dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya 

perbuatan lain yang dilarang.4 Dalam hal ini misalnya penjualan hasil-hasil 

produk pornografi, lukisan yang membangkitkan nafsu birahi, dan sebagainya 

yang dianggap dapat menimbulkan kejahatan seksual maka hukumnya adalah 

haram. 

Masalah maraknya penyebaran pornografi di tengah-tengah 

masyarakat juga mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia yang 

kemudian menetapkan undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi, yaitu suatu produk hukum yang mengatur mengenai pornografi, 

saat masih berbentuk rancangan bernama RUU Anti pornografi dan 

Pornoaksi, disingkat RUU APP. Undang-undang ini disetujui untuk menjadi 

undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008, 

dan disahkan oleh Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 

Nopember 2008.5 

Pengertian pornografi  dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2008 adalah: “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau 

                                                           
4 Syeikh Islam Ibnu Taimiyah, Saddu Dzarai’, (Riyad: Daru al Fadilah,tt), h. 26. 
 
5 I Made Adhy Mastika, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.3, 
September 2016, E-ISSN 2502-3101), h. 459 
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bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual 

yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.6 

Definisi pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 di 

atas pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh MUI, 

dalam hal bentuk-bentuk pornografi, dan media penyebaran pornografi. 

Perbedaan dari keduanya terletak pada ukuran suatu perbuatan yang dapat 

dinilai sebagai perbuatan pornografi. Menurut MUI, ukuran suatu perbuatan 

itu dapat dipandang sebagai pornografi adalah yang dapat membangkitkan 

nafsu birahi, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. 

Bentuk-bentuk larangan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 

Tahun 2008, dimuat pada Bab II pasal 4 sampai dengan pasal 12 yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pasal 4 ayat 1 tentang larangan memproduksi, memperbanyak, dan 
menyebarluaskan pornografi 

2. Pasal 4 ayat 2 tentang larangan menyediakan jasa pornografi 
3. Pasal 5 tentang larangan meminjamkan atau mengunduh gambar dan video 

pornografi 
4. Pasal 6 tentang larangan mempertontonkan produk pornografi 
5. Pasal 7 tentang larangan mendanai dan memfasilitasi produksi pornografi 
6. Pasal 8 tentang larangan menjadikan diri sendiri sebagai objek pornografi 
7. Pasal 9 tentang larangan menjadikan orang lain sebagai objek pornografi 
8. Pasal 10 tentang larangan melakukan pertunjukan pornografi di muka 

umum 
9. Pasal 11 tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan pornografi. 

10. Pasal 12 tentang larangan memaksa atau membujuk anak untuk 
menggunakan pornografi 

                                                           
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; pasal 1 

ayat 1 
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Dilihat dari bentuk-bentuk larangan di atas, dapat dikatakan bahwa 

penetapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 

merupakan respon pemerintah dalam menyikapi semakin merebaknya 

peredaran pornografi yang diyakini memberikan dampak yang buruk bagi 

stabilitas nasional sehingga peraturan tersebut perlu ditetapkan. Adapun salah 

satu pertimbangan yang dijadikan dasar dalam penetapan Undang-undang 

tentang pornografi adalah sebagaimana yang termuat dalam konsideran 

Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008, alinea kedua: “penggunaan 

pornografi memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian 

luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial 

masyarakat Indonesia”.7 

Meskipun demikian, penetapan Undang-Undang Nomor 44 tahun 

2008 tentang Pornografi tidak luput dari pro dan kontra di masyarakat, oleh 

para pencetus dan pendukungnya dianggap sebagai suatu jawaban atas 

kebutuhan untuk menanggulangi dampak globalisasi dan kemajuan pesat dari 

teknologi informasi yang menembus batas negara tanpa dapat dikendalikan, 

yaitu maraknya penyebaran pornografi sehingga perlu ditertibkan dengan 

suatu aturan hukum yang jelas dan tegas, agar dapat dicegah kemerosotan 

moral yang menodai nilai-nilai kesusilaan dan agama. 

Disisi lain, para penentang Undang-undang tersebut beralasan bahwa 

menanggulangi pornografi tidak harus dengan menciptakan aturan hukum 

baru, oleh karena sudah ada perangkat peraturan mengenai penanggulangan 

                                                           
7 Ibid; Konsideran 



6 
 

pornografi yang cukup memadai, dan yang terpenting adalah bagaimana 

memaknai pengertian pornografi dengan perspektif yang benar. Undang-

undang tentang pornografi dianggap dapat menodai kebhinekaan, sangat 

ambigu, dan terlihat sebagai suatu pemaksaan kehendak atau upaya untuk 

menyeragamkan persepsi tentang makna pornografi secara sepihak oleh suatu 

kelompok atau golongan tertentu.8 

Maria Farida Indrawati, Guru Besar Universitas Indonesia 

berpendapat bahwa meski Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 telah 

disahkan dan diundangkan, tapi efektivitas dan implementasinya susah 

dilaksanakan. Menurutnya, masih ada kerancuan dalam pasal-pasalnya. 9 

Alasan lain yang membuat undang-undang tersebut mengalami banyak 

penolakan adalah karena  persepsi masyarakat yang memandang seksualitas 

merupakan perwujudan rasa cinta dalam diri makhluk hidup, sesuatu yang 

wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan.10 

Berdasarkan beberapa alasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

penolakan terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah karena 

dipandang tidak memiliki konsep yang  jelas tentang pornografi, sehingga 

undang-undang tersebut sulit untuk ditegakkan di Indonesia. Larangan 

pornografi sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam, karena ajaran Islam itu sendiri sangat 

                                                           
8 I Made Adhy Mastika, Op.,Cit. 
 
9 Ibid 
 
10  M. Sa'abah, Perilaku SeksMenyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, 

(Yogyakarta: UI Press, 2001), h. 64 
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memperhatikan adab berpakaian yang baik dan melarang keras perbuatan 

zina, bahkan mendekati zinapun dilarang. 

Meskipun demikian istilah pornografi tidak ditemui dalam literatur-

literatur keislaman, karena istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu 

porne artinya pelacur dan graphein artinya ungkapan.11 Sedangkan definisi 

pornografi itu sendiri mengalami perkembangan seiring dengan penafsiran 

orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. Ada yang melihat dari 

sudut pandang hukum, moral, agama, seni, psikologi, sosiologi, dan lain-lain.  

Dari sudut pandang hukum Islam, hal terpenting dalam menyoroti 

masalah-masalah pornografi adalah larangan mendekati zina, larangan 

mempertontonkan aurat dan perintah untuk menundukkan pandangan. Inilah 

yang kemudian menjadi titik sentral pembahasan tentang masalah tersebut. 

Penjelasan Allah SWT terhadap masalah ini terdapat dalam al-Qur‟an yaitu: 

1) Surat al-Isra ayat 32; 12 

اَاْاوَلَا ىاتَقۡرَبُ اًُاٱلزّنََِ َٰحِشَةٗاوسََاءَٓاسَبيِلٗٗااۥإىَِّ اا٣٢كََنَافَ
Artinya:  “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. 

Kandungan al-Qur‟an surat an-Isra‟ ayat 32 ini menjelaskan 

tentang larangan berbuat zina dan larangan mendekatinya, tafsir dari 

kalimat ااوَلَا ٱلزِّنىَ   اتقَۡربَوُاْ   (janganlah kamu mendekati zina) maksudnya ialah 

                                                           
11 Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 

2005), h. 28 
 
12 Departemen Agama RI,  al-Qur’an  dan Terjemahannya,  (Jakarta: Syigma, 2005), 

h.285 
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jangan mendekati zina dalam artian faktor-faktor yang menjadi pendorong 

untuk terjerumus ke dalamnya. 13  Adapun faktor-faktor yang dimaksud 

dapat berupa khalwat, memasuki tempat-tempat pelacuran tanpa alasan 

syar’i, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang syahwat dan 

sebagainya. 

2) Surat an-Nur ayat 30-31;14 

مۡۚۡااقُل ٍُ َ ال زۡكَََٰ
َ
اأ َٰلكَِ اذَ مۡۚۡ ٍُ اْفرُُوجَ اَ اوَيَحۡفَظُ َٰرٌِمِۡ بصَۡ

َ
اأ اْنِوۡ اَ ايَغُضُّ لّلِۡهُؤۡنِييَِن

اَاإنَِّا ُۢابهَِاايصَۡيَعَُنَااٱللَّّ  ا٣٠خَبيُِ

اوَلَااوَقُل وَّ ٍُ افُرُوجَ اوَيَحۡفَظۡوَ َٰرٌِوَِّ بصَۡ
َ
اأ انِوۡ ايَغۡضُضۡوَ لّلِۡهُؤۡنِنََٰتِ

ىا ا ٍَ رَانِيۡ ٍَ انَااظَ اإلَِّ وَّ ٍُ ايُبۡدِيوَازيِنَجَ
Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; 
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat” 
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: „Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 
mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak dari padanya.  
 

Berdasarkan al-Qur‟an surat an-Nur  ayat 30-31 di atas, Allah SWT 

memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan agar menahan 

pandangannya dan memelihara kemaluannya, serta melarang wanita 

memperlihatkan “perhiasannya” kepada orang-orang selain dari yang 

dikecualikan ayat tersebut. Jika secara tidak sengaja pandangan mereka 

                                                           
13 Ahmad Sunarto, Tafsir Tematis Ayat-ayat al-Qur’an al-Karim,  Jilid III, (Surabaya: 

Halim Jaya, 2012), h. 117 
 
14 Departemen Agama RI, op.cit.,h. 353 
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terarah kepada sesuatu yang diharamkan, segera dialihkan pandangan 

tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang diharamkan.15 

 
Konsep pornografi dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

menarik untuk diteliti mengingat bahwa undang-undang tersebut identik 

dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan larangan mendekati zina, perintah 

untuk menundukkan pandangan, dan menutup aurat, namun hingga saat ini 

pemberlakuan undang-undang tersebut belum maksimal, dan masih banyak 

pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditindak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, misalnya panggung hiburan “dangdut koplo” yang marak di pulau 

Jawa, menampilkan penyanyi dengan pakaian yang dipandang tidak sopan, 

disertai tarian-tarian erotis, lukisan atau patung yang menonjolkan bentuk 

tubuh wanita, dan sebagainya.  

Aspek lain yang penting juga untuk diperhatikan adalah aspek-aspek 

kemaslahatan dari pelarangan pornografi yang termuat pada pasal 4 sampai 

dengan pasal 12 undang-undang tersebut. Oleh karena undang-undang ini 

diberlakukan di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka penulis 

menggunakan sudut pandang maqashid syariah,  agar pesan-pesan implisit 

yang berkaitan dengan tujuan dari penetapan pasal-pasal tersebut dapat 

ditemukan sehingga bisa dihayati dan dipahami. Maqashid syariah, adalah 

suatu kajian yang membahas tentang tujuan dari pemberlakuan syari‟at dan 

                                                           
15 Zulka‟dah, op.cit., h. 594-59. 
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beberapa rahasia yang terkandung dalam setiap produk hukum. 16  Adapun 

tujuan dari pemberlakuan syari‟at itu adalah sebagaimana yang dikemukakan 

oleh al-Syatibi: “sesungguhnya syari‟at itu bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, dan semua kewajiban 

(taklif) diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba”.17  

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Terhadap Pasal 4 Sampai dengan Pasal 12  

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau dari 

perspektif Maqashid Syari’ah”.               

B. Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini penting untuk 

diberi pengertian secara jelas agar memudahkan penulis dalam menemukan 

dan mengemukakan teori-teori yang relevan serta menghindari salah persepsi 

dari pembaca. Definisi istilah dalam judul tesis ini adalah: 

1. Pornografi dan pornoaksi, pornografi berasal dari dua kata yaitu porno 

dan grafi, kedua kata tersebut berasal dari kosakata Yunani, porne artinya 

pelacur dan graphein artinya ungkapan. 18  Menurut istilah, pornografi 

adalah semua produk berupa gambar, tulisan, suara dan sebagainya yang 

memperlihatkan, menggambarkan, dan menguraikan segala hal tentang 

aurat pria dan wanita atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan 

                                                           
16

 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 
Islam dan Maqashid Syari’ah,  (Jakarta: Kencana, 2020), cet. I, h. 42 

 
17 Al-Syatibi, al-Muwafaqat  fi Usul al-Syari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), h. 150 
 
18 Abu Abdurrahman Nusantari, Menepis Godaan Pornografi, (Jakarta: PT. Darul Fatah, 

2005), h. 28 
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yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya untuk pendidikan, media, 

maupun hukum. 19  Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerak, 

lenggokan, liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan 

memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan 

payudara dan alat fital untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi 

yang melihatnya. Pornoaksi juga dapat didefinisikan sebagai aksi subjek 

atau objek seksual yang dipertontonkan secara langsung sehingga 

menimbulkan rangsangan seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan 

histeria seksual di masyarakat.20 

2. Maqashid Syari’ah, istilah ini terdiri dari dua kata, maqashid dan 

syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang 

berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian 

hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka 

maqashid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan 

pensyariatan hukum.21 

 
C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

                                                           
19 M. U. Sa‟bah, Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 78. 
 
20 Adami Chazawi, op.cit., h. 125 
 
21 Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996), h. 5 
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a. Bagaimana konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 

Tahun 2008? 

b. Bagaimana larangan pornografi pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditinjau 

menurut maqashid syari’ah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui konsep pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 

2008 

2. Mengetahui pandangan maqashid syari’ah terhadap larangan pornografi 

pada pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 44 Tahun 

2008 tentang Pornografi. 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengembangkan wawasan penulis dalam kajian ilmiah di bidang 

hukum Islam. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan keIslaman, khususnya di 

bidang Hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia. 
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BAB  II 

 

LANDASAN TEORETIS 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Maqashid Syari’ah 

Pembicaraan tentang maqashid syari'ah merupakan salah suatu 

pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian 

ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam 

bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri 

serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Para ahli teori hukum Islam 

menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh 

mujtahid yang melakukan ijtihad. 

Penggunaan pendekatan melalui maqashid syari’ah dalam 

menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian 

tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara 

lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin 

menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal 

untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang 

ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. 

Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan 

tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan 

daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan al-daffah (tamu yang 
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terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar 

Madinah).22 

Kajian maqashid syari’ah kemudian dikembangkan secara luas dan 

sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi, sehingga beliau populer dengan 

sebutan Bapak Maqashid Syari’ah, dengan karyanya yang dikenal luas 

yaitu al-Muwafaqat. Sekalipun disebut sebagai “bapak maqashid syari’ah” 

Imam asy-Syatibi tidak pernah mendefinisikan dengan jelas pengertian 

dari maqashid syari’ah. Tampaknya beliau beranggapan bahwa orang 

yang sudah khatam membaca kitab al-Muwafaqat akan mampu 

memberikan definisi tentang maqashid syari’ah.23 

Sejarah munculnya istilah maqasid al-syari'ah pertama kali dipakai 

oleh al-Turmuzi al-Hakim, Namun kajian maqashid syari'ah baru 

mendapatkan perhatian yang intensif dari kalangan akademisi dan 

intelektual muslim pada permulaan abad ke-20 M, terutama pasca 

menyebarnya dua kitab karya Abu Ishak al-Syatibi yang berjudul al-

Muwafaqat dan al-I'tisham. Kemudian pada akhir abad ke-20 M, muncul 

ulama kontemporer seperti Thahir bin „Asyur dengan kitabnya Maqasid 

al-Syari’ah al-Islamiyah, dan „Allal al-Fasi dengan kitabnya Maqasid al-

Syari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha. Dua ulama kontemporer inilah 

                                                           
22  Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan 

Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42 
 

23 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum 
Islam dan Maqashid Syari’ah,  (Jakarta: Kencana, 2020), cet. I, h. 41 
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yang memperkokoh pilar kajian maqashid al-syari'ah dan memperkaya 

dimensi pembahasannya.24  

Disiplin ilmu maqashid al-syari’ah adalah merupakan suatu kajian 

yang dianggap prospektif, dan memiliki jangkauan jauh ke depan dalam 

literatur kajian Islam. Para ulama yang memiliki konsentrasi dalam bidang 

ushul fiqh dan fiqh kontemporer selalu menitik-beratkan perhatiannya 

pada maqashid al-syari’ah. Menurut ahli ushul, maqashid syari’ah 

merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena maqashid syari’ah 

merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak 

kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk 

kehidupan akhirat. 

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. 

Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti 

maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-

hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan 

demikian, maqashid syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan 

pensyariatan hukum atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu 

penetapan hukum.25 

Dr. „Alal al-Fasi memberikan definisi maqashid syari’ah yaitu: 

“tujuan (umum) dari pemberlakuan syari‟at dan beberapa rahasia (khusus) 

                                                           
24  https://dspace.uii.ac.id. Mohammad Khatibul Umam, Pengembangan Konsep 

Maqashid al-Syari’ah Menurut Ahmad al-Raisuni, diakses pada 1 Agustus 2021. 
 
25 Asafri Jaya, op.,cit., h. 5 

https://dspace.uii.ac.id/
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yang terkandung dalam setiap produk hukum”. Pengertian di atas lebih riil 

menjelaskan cakupan maqashid syari’ah , terlebih lagi jika membaca 

penjelasannya: “tujuan umum pemberlakuan syari‟at adalah 

memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, 

senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab 

manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai 

tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni 

bumi.”26 

Menurut Satria Efendi, sebagaimana dikutip oleh Ghofar Shidiq, 

maqashid syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. 

Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh 

ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh 

pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. 

Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah 

maqashid syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau 

maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan 

pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak 

dicapai oleh suatu rumusan hukum.27 

Di antara Pemikir dan ahli teori hukum Islam yang secara khusus 

membahas maqashid al-syari'ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari 

mazhab Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi 

                                                           
26 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, op.,cit., h. 42 
 
27 Ghofar Shidiq, Teori Maqashid al-Syari’ah, (Jurnal Online Universitas Sultan Agung, 

vol. XLIV No. 118, Juni-Agustus 2009), h. 119 
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konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan 

menarik manfaat. Menurutnya taklif  harus bermuara pada terwujudnya 

kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan 

penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa Izzuddin ibn Abd al-Salam telah 

berusaha mengembangkan konsep maslahat yang merupakan inti 

pembahasan dari maqashid al-syari'ah.28 

Dalam karyanya al-Muwafaqat, al-Syatibi menggunakan kata yang 

berbeda-beda berkaitan dengan maqashid al-syari'ah, kata-kata itu ialah 

maqashid al-syari'ah, al-maqashid al-syari'ah fi al-syari’ah, dan al-

maqashid min syar’i al-hukm. Namun pada prinsipnya semua mengandung 

makna yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.29 

Menurut al-Syatibi, tidak satupun hukum Allah yang tidak 

mempunyai tujuan, hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan 

taklif mala yuthoq (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan), 

suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan. 

Menurutnya, sesungguhnya syari‟at itu bertujuan mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat,  dan semua kewajiban 

(taklif) diciptakan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. 30  Konsep 

yang dikemukakan al-Syatibi ini menunjukkan adanya korelasi antara 

maqashid dengan syari‟ah yaitu; syari‟ah yang memuat berbagai ketentuan 

                                                           
28 Amir Mu'alim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII 

Press, 2001), h. 51 
 
29 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), h. 21 
 
30 Ibid, h. 150 
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hukum secara keseluruhan memiliki tujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan.  

Lebih lanjut al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid 

al-syari'ah atau tujuan syari‟ah, yaitu:31 

a. Maqashid al-dharuriyat (tujuan primer) 

Maqashid al-dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada 

atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, akan terancam keselamatan baik di dunia maupun di akhirat 

kelak. maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok 

dalam kehidupan manusia. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang 

termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara 

jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta 

memelihara harta. Untuk memelihara lima unsur pokok inilah syariat 

Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan 

pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima unsur  

pokok tersebut.32 

b. Maqashid al-hajiyat (tujuan skunder),  

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 

bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, 

namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala 

kesulitan itu. Adanya hukum rukhshah (keringanan) adalah sebagai 

                                                           
31 Ibid, h. 8-11 
 
32  Ahmad Suganda, Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan 

Masyarakat.  Jurnal at-Tadhbir, Media Hukum dan Pendidikan Vol. 30 Nomor 1 Tahun 2020. 
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contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Dalam 

kelapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhshah 

(keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam 

menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan 

tidak berpuasa jika dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat 

diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang 

yang sedang sakit. Kebolehan mengqashar shalat adalah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hajiyat ini. 33  Selain untuk menghilangkan 

kesulitan juga berfungsi menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur 

pokok menjadi lebih baik lagi.  

c. Maqashid al-tahsiniyat (tujuan tertier) 

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas 

dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa 

kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan as-Syatibi, hal-hal yang 

merupakan kepatutan menurut adat-istiadat, menghindarkan hal-hal 

yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang 

sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang 

kehidupan, seperti ibadat, mu’amalat, dan ‘uqubat, Allah telah 

mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. 

Dalam bidang ibadat, misalnya Islam mensyariatkan bersuci 

baik dari hadas maupun najis, baik pada badan maupun pada tempat dan 

                                                           
33 Ibid 
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lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, dan 

menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dalam lapangan 

mu’amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, 

dan lain-lain. Dalam bidang ‘uqubat Islam mengharamkan membunuh 

anak-anak dan kaum wanita dalam peperangan, melarang melakukan 

muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).34 

Berdasarkan hal-hal di atas maka maqashid al-syari’ah dalam 

segala tingkatannya tertuju kepada terciptanya kemaslahatan. Dengan kata 

lain, teori maqasid al-syari’ah adalah mengenai tujuan hukum Islam yang 

diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia 

maupun di akhirat.35 Oleh karena itu, semua hukum harus bertumpu pada 

maslahat dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh 

hukum Islam harus bersimpul pada maslahat.36 

Kemaslahatan yang ingin dicapai adalah yang memiliki syarat 

sebagai berikut: 37 

a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan 

khayalan. 

b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. 

                                                           
34 Ibid 
 
35  Abd. Salam Arif, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: 

Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud  Syaltut, (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 15 
 
36 Muhammad Khalid Mas‟ud, op.cit., h. 244. 
 
37 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, op.,cit., h. 46 
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c. Harus sesuai dengan tujuan syari‟at secara umum, dan tidak 

bertentangan dengan prinsip umum syari‟at. 

d. Mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan 

kesulitan yang berat dalam beragama. 

Adapun manfaat mempelajari maqashid syari’ah, sebagai berikut:38 

a. Mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri’ baik yang umum 

maupun khusus. 

b. Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. 

c. Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syari‟at Islam 

d. Mempersempit perselisihan dan ta’shub di antara pengikut madzhab 

fiqh. 

2. Pornografi dan Pornoaksi  

a. Asal-usul dan Sejarah Pornografi 

Asal usul dan bentuk yang paling awal dari pornografi tidak 

dapat diketahui secara pasti. Alasannya barangkali karena tidak layak 

atau tidak patut untuk menceritakan hal-hal yang bersifat tabu kepada 

setiap generasi. Meskipun demikian, terdapat bukti-bukti sejarah, 

terutama dalam kebudayaan Barat, yang berkaitan dengan ekspresi 

pornografi ini. 

Salah satu bukti sejarah mengenai ekspresi pornografi dalam 

kebudayaan Barat dapat ditemukan dalam nyanyian-nyanyian cabul 

pada masa Yunani Kuno. Nyanyian-nyanyian cabul ini dilakukan dalam 

                                                           
38 Ibid 
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perayaan-perayaan yang dipersembahkan untuk menghormati dewa 

Dionysius. Bukti-bukiti kuat lainnya dapat ditemukan dalam 

Kebudayaan Romawi di Pompeii, di sana terdapat lukisan-lukisan 

erotik yang berasal dari abad pertama masehi, yang menghiasai benteng 

atau tembok tempat berpesta. Bukti lainnya adalah, tulisan yang berasal 

dari masa klasik, yaitu tulisan seorang penyair Roma yang bernama 

Ovid, dalam karyanya yang berjudul Ars amatoria (Art of Love), suatu 

tulisan mengenai seni merayu, seni membangkitkan birahi, dan seni 

untuik menimbulkan hasrat-hasrat sensual.39 

Pada abad ke-18, di Eropa untuk pertama kali muncul karya-

karya modern yang dipandang mengabaikan nilai-nilai moral dan 

sepenuhnya ditujukan untuk membangkitkan rangsangan seksual. 

Bisnis penerbitan buku dan penjualan karya-karya tulis semacam itu 

terdapat di Inggris. Buku-buku itu antara lain ditulis oleh John Cleland 

dengan judul Fanny Hill, atau, Memoirs of a Woman of Pleasure 

(1749). Kira-kira pada masa itu juga, buku-buku yang menggambarkan 

hal-hal yang bersifat erotik secara luas mulai diproduksi di Paris, yang 

kemudian dikenal dengan sebutan French Postcards.40 

Di Amerika, industri pornografi berkembang sejak tahun 1950- 

an yang ditandai dengan diterbitkannya majalah Playboy. Majalah ini 

untuk pertama kalinya memuat gambar-gambar wanita cantik (girlie 

                                                           
39  https://journal.uny.ac.id>Pornografi dalam perspektif Sejarah. Diakses pada 7 Juli 

2021. 
 
40 Ibid 
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magazine). Sejak tahun 1970-an bermunculan majalah-majalah lain 

yang isinya menyediakan dan memuat hal-hal yang berbau pornografik 

secara lebih eksplisit. Sementara itu, film-film yang bersifat pornografik 

mulai dibuat untuk pertama kali kira-kira pada tahun akhi tahun 1960-

an dan awal tahun 1970-an. Sejak pertengahan tahun 1980-an, majalah-

majalah pornografi dan rumah-rumah produksi mengalami penurunan 

disebabkan diperkenalkannya teknologi baru, terutama dengan 

berkembangnya video cassette recorder (VCRs) dan televisi kabel. 

Sejak tahun 1990-an, dengan berkembangnya jaringan internet, 

ketersediaan pornografi semakin meningkat, baik di Amerika maupun 

negara-negara lainnya.41 

Seperti negara-negara lainnya yang telah penulis sebutkan di 

atas, pornografi di Indonesia bukanlah merupakan fenomena baru. 

Pornografi di Indonesia dapat dikatakan berkembang seiring dengan 

perkembangan pornografi di dunia pada umumnya. Menurut catatan 

Lembaga Pers dan Pendapat Umum di Jakarta (sekarang sudah tidak 

ada), pada tahun 1953 tercatat adanya buku-buku dan bacaan cabul 

berisikan perempuan Barat yang telanjang masuk ke Indonesia dengan 

bebas. Sejak itu pula pemerintah berusaha keras untuk memerangi 

percabulan dengan menyeret penanggung jawab penerbitan ke 

pengadilan.42 

                                                           
41 Ibid 
 
42 Tjipta Lesmana, Pornografi dalam Media Massa, (Jakarta: Puspa Swara, 1995), h. 4 
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Perang terhadap pornografi terus dikumandangkan oleh 

pemerintah. Pada tahun 1984, pornografi mencapai puncaknnya dengan 

beredarnya kalender Happy New Year 1984 Sexindo. Kalender ini 

merupakan yang pertama di Indonesia yang menampilkan perempuan-

perempuan telanjang tanpa sehelai benang pun. Memasuki tahun 1988, 

pornografi di Indonesia mulai menggila lagi. Film dengan judul 

Pembalasan Ratu Laut Selatan, sangat mengejutkan masyarakat. MUI 

mengajukan protes keras atas produksi dan peredaran film tersebut. 

Sebagian kalangan menilai bahwa film tersebut masuk dalam kategori 

softcore pornography. Pada waktu yang bersamaan, Badan Sensor Film 

(BSF) juga menarik peredaran film Akibat terlalu Genit.43  

Problema pornografi di Indonesia seperti tidak pernah berhenti 

terlebih di era modern saat ini, pesatnya perkembangan teknologi 

komunikasi, internet, dan handphone canggih diyakini memberikan 

andil terbesar dalam meyebarkan produk-produk pornografi, sehingga 

semakin sulit untuk dikendalikan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah 

Indonesia akhirnya menetapkan pemberlakuan Undang-undang Nomor 

44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 26 Nopember 2008, 

karena kehadiran undang-undang ini dipandang sebagai suatu 

kebutuhan untuk mengatur dan menekan maraknya pornografi yang 

beredar dan merajalela di lingkungan masyarakat. 

 

                                                           
43 Ibid 
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b. Definisi Pornografi dan Pornoaksi 

Istilah pornografi berasal dari dua kata yaitu porno dan grafi, 

kedua kata tersebut berasal dari kosakata Yunani, porne artinya pelacur 

dan graphein artinya ungkapan.44  Menurut istilah, pornografi adalah 

semua produk berupa gambar, tulisan, suara dan sebagainya yang 

memperlihatkan, menggambarkan, dan menguraikan segala hal tentang 

aurat pria dan wanita atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan 

yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya untuk pendidikan, media, 

maupun hukum.45 

Pornoaksi adalah suatu penggambaran aksi gerak, lenggokan, 

liukan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi 

rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan payudara 

dan alat fital yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing 

bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya. Pornoaksi juga dapat 

didefinisikan sebagai aksi subjek atau objek seksual yang 

dipertontonkan secara langsung sehingga menimbulkan rangsangan 

seksual bagi seseorang termasuk menimbulkan histeria seksual di 

masyarakat.46 

Arti pornografi dan pornoaksi mengalami perkembangan seiring 

dengan penafsiran orang perorang menurut perspektif yang dipakainya. 

Ada yang melihat dari sudut pandang hukum, moral, agama, seni, 

                                                           
44 Abu Abdurrahman Nusantari, op.,cit, h. 28 
 
45 M. U. Sa‟bah, op.,cit., h. 78. 
 
46 Adami Chazawi, op.cit., h. 125 
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psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa pengertian 

pornografi yang dikemukakan oleh para tokoh dan pakar dari berbagai 

perspektif:47 

1) Muhammad Said, pornografi dan pornoaksi adalah segala apa saja 

yang dengan sengaja disajikan dengan maksud untuk merangsang 

nafsu seks orang banyak, dapat berupa tulisan ataupun peragaan 

bagian-bagian tertentu tubuh manusia, bisa juga berupa 

penggambaran adegan yang bersifat intim dalam kehidupan seksual 

manusia. 

2) Dr. Arif Budiman, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan 

dengan persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara 

terbuka kepada umum. 

3) Ade Armando, pakar komunikasi dari UI, menyebutkan bahwa 

pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa 

menimbulkan rangsangan seks. 

4) Bismar Siregar, mantan Hakim Agung berpendapat, pornografi dan 

pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina. 

Adapun pornografi dan pornoaksi menurut Neng Djubaidah 

adalah sikap, perilaku, perbuatan gerakan tubuh, suara yang erotis dan 

sensual baik dilakukan secara tunggal atau bersama-sama, atau 

dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukan oleh seorang atau 

lebih yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi, baik perbuatan 

                                                           
47 Badiatul Muchlisin Asti, Remaja Dirantai Birahi, (Kupas Tuntas Pornografi dalam 

Perspektif Islam), (Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004), h. 42 
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pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, 

homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, 

masturbasi, anal intercourse (sodomi) baik dilakukan oleh orang 

sejenis maupun berlawanan jenis kelamin, yang ditujukan atau 

mengakibatkan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya, dan 

atau menyentuhnya timbul rasa yang menjijikan dan atau memuakan 

dan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan atau adat 

istiadat setempat.48 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pornografi dan pornoaksi memiliki arti yang saling melengkapi, 

ketika seseorang mengungkapkan pengertian pornografi secara luas 

maka di dalamnya juga memuat pengertian pornoaksi. Sebagaimana 

pengertian pornografi menurut Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 1: “Pornografi 

adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar 

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan 

lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi 

seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.49 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak memuat istilah 

pornoaksi, namun dalam mengungkapkan pengertian pornografi 

                                                           
48 Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: 

Prenada Media, 2003, h. 3 
 
49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; pasal 1 

ayat 1 
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sebagaimana termuat pada pasal 1 ayat 1, di dalamnya juga 

mengandung arti pornoaksi yakni kata “gerak tubuh” yang memuat 

kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat. 

c. Media Penyebaran Pornografi dan Pornoaksi 

Dilihat dari sejarah, pada awalnya media pornografi itu berupa 

gambar, lukisan dan patung yang ditampilkan secara langsung ke 

hadapan umum. Namun di era modern saat ini merebaknya penyebaran 

konten pornografi dan pornoaksi lebih banyak melalui teknologi 

informasi dan komunikasi, beberapa perangkat teknologi yang dipakai 

sebagai sarana antara lain:50 

1) Internet 

Di era modern saat ini, internet merupakan sarana utama 

dalam menyebarkan berbagai informasi, karena lebih cepat dan 

mudah. Melalui internet setiap orang dapat menerima dan 

menyebarkan informasi dengan mudah. Demikian halnya dengan 

penyebaran konten yang bermuatan porno,  internet melalui berbagai 

situs kadangkala memuat narasi baik berupa video, gambar, maupun 

tulisan tentang kegiatan seksual para artis dan publicfigure dan 

lainnya sampai ke masyarakat awam. 

 

 

                                                           
50

 Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1,  Januari 2012,  h. 81 
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2) Televisi 

Televisi merupakan media hiburan yang keberadaannya 

sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, melalui televisi disiarkan 

berbagai berita, film, acara hiburan, dan sebagainya.  Peneyebaran 

pornografi dan pornoaksi melalui televisi  dapat melalui berbagai 

sinetron, kisah seputar selebriti, pertunjukan musik dengan tarian 

erotis, dan lain-lain. 

3) Tabloid dan Majalah 

Tabloid dan majalah merupakan media cetak yang di 

dalamnya memuat tulisan dan gambar dengan pesan-pesan tertentu. 

Peneyebaran porno melalui tabloid dan majalah dapat berupa gambar 

setengah telenjang sampai yang telanjang penuh dengan berbagai 

cerita baik kisah nyata maupun fiktif yang mengisahkan tentang 

kegiatan-kegiatan seksual. 

4) Handphone 

Handphone adalah media komunikasi yang saat ini sudah 

dimiliki secara umum di masyarakat baik dewasa maupun anak-

anak. Fasilitas handphone modern saat ini dengan kamera canggih 

dan dapat terhubung ke jaringan internet sangat memungkinkan 

orang dapat merekam sendiri aktifitas seksualnya atau merekam 

prilaku seks orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau 

terang-terangan kemudian menyebarkannya melalui internet. Selain 

itu, handphone juga sering dipakai sebagai sarana untuk 
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mempermudah perselingkuhan, baik melalui pembicaraan langsung 

maupun melalui SMS dengan menuliskan pesan-pesan seksual.  

d. Dampak-dampak Pornografi dan Pornoaksi 

Pornografi hingga saat ini masih menjadi polemik di Indonesia, 

mengingat penyebarannya yang semakin luas ditambah dampak negatif 

yang ditimbulkan sehingga mengancam tatanan kehidupan sosial 

masyarakat. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap 

meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. 

berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga 

mengakibatkan tindak asusila dan pencabulan.51 

Berdasarkan penelitian LIPI (2015) di sejumlah kota di 

Indonesia, menyaksikan atau mengakses konten porno bisa 

menimbulkan addiction atau ketagihan. Dampak yang lebih besar bagi 

seseorang yang mengalami kecanduan pornografi adalah rusak dan 

mengecilnya pre frontal cortex atau bagian depan otak.52 

Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada 

orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan sangat 

tinggi. Pre frontal korteks (PFC), bagi manusia merupakan salah satu 

bagian yang paling penting karena bagian otak ini hanya dimiliki oleh 

manusia sehingga manusia memiliki etika bila dibandingkan binatang. 

                                                           
51  Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 4 Nomor 1 Juni 2020. Diakses 

tanggal 3 Juni 2021 
 
52 https://health.kompas.com, Apa yang Terjadi pada Otak Pecandu Pornografi. Diakses 

pada 3 Juni 2021. 

https://health.kompas.com/
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Bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan 

konsentrasi, memahami dan membedakan benar dan salah, 

mengendalikan diri, berfikir kritis, berfikir dan berencana masa depan, 

membentuk kepribadian, dan berperilaku sosial.53 

Bahaya lain dari maraknya pornografi, menyangkut resiko 

gangguan kesehatan, psikologis, pendidikan, dan rontoknya berbagai 

nilai moral masyarakat. Berikut ini beberapa kerugian yang bisa didapat 

oleh para pecandu pornografi:54 

1) Fungsi otak menurun. 

2) Jalur komunikasi di dalam otak terganggu. Dalam hal ini akan 

mengganggu fungsi otak seperti, emosi, pemusatan perhatian, 

pergerakan, kecerdasan dan pengambilan keputusan. 

3) Seseorang mencontoh perilaku seperti yang dilihat dalam tayangan 

atau gambar pornografi. 

4) Pada anak-anak, pornografi bisa membuat cemas dan sedih karena 

imajinasi mereka mengenai seksualistas tidak tercapai secara 

langsung. 

5) Anak-anak juga bisa merasa jijik, malu, marah, dan takut karena 

mereka masih terlalu muda untuk memperlajari hal-hal tersebut. 

6) Sulit bermain dengan teman-teman karena fungsi kesenangan di otak 

sudah berbeda dengan anak seumuran lainnya. 

                                                           
53 https://sardjito.co.id>2019/10/30 
 
54 https://health.kompas.com, op.,cit. 

https://health.kompas.com/
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7) Berperilaku kasar, di mana pada saat dewasa orang yang sudah 

kecanduan pornografi cenderung akan menganggap pasangannya 

sebagai objek seksual semata sehingga harga diri pasangananya 

dianggap rendah dan berhak melakukan apapun. 

Dapat dibayangkan betapa besar dampak negatif yang 

ditimbulkan dari kecanduan pornografi, seseorang menjadi sulit 

mengendalikan emosinya dan sangat berpeluang untuk melakukan 

perbuatan melanggar hukum. Dampak yang lebih buruk terjadi jika 

korban kecanduan pornografinya adalah seorang remaja, yang 

semestinya menjadi tumpuan harapan penerus bangsa justru menjadi 

pribadi yang pesimistis, individual, bahkan anarkis sehingga korban 

pornografi yang awalnya per-individu menjadi permasalahan sosial 

yang lebih luas. 

e. Pornografi dan Pornoaksi dalam Pandangan Hukum Islam 

Pornografi dan pornoaksi merupakan istilah yang diadopsi dari 

bahasa Yunani, sehingga istilah tersebut tidak ditemui dalam literatur-

literatur keIslaman, namun pelarangan tindak pornografi sejatinya telah 

ada ketentuannya di dalam al-Qur‟an.  Dari sudut pandang hukum 

Islam, hal terpenting dalam menyoroti masalah pornografi dan 

pornoaksi adalah larangan mempertontonkan aurat dan larangan 

mendekati zina,  inilah yang kemudian menjadi titik sentral pembahasan 

tentang masalah tersebut. Penjelasan Allah SWT terhadap masalah ini 

terdapat dalam al-Qur‟an yaitu: 
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1) Surat al-Isra ayat 32; 55 

اَاْاوَلَا ىاتَقۡرَبُ اًُاٱلزّنََِ َٰحِشَةٗاوسََاءَٓاسَبيِلٗٗااۥإىَِّ اا٣٢كََنَافَ
Artinya:  “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina 

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang 

buruk”. 

Kandungan al-Qur‟an surat an-Isra‟ ayat 32 ini menjelaskan 

tentang larangan berbuat zina bahkan mendekatinya, tafsir dari 

kalimat ااوَلَا ٱلزِّنىَ   اتقَۡربَوُاْ   (janganlah kamu mendekati zina) maksudnya 

ialah jangan mendekati zina dalam artian faktor-faktor yang menjadi 

pendorong untuk terjerumus ke dalamnya. 56  Adapun faktor-faktor 

yang dimaksud dapat berupa khalwat, memasuki tempat-tempat 

pelacuran tanpa alasan syar’i, mengucapkan kalimat-kalimat yang 

mengundang syahwat dan sebagainya. 

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan, Sayyid Quthub 

menuliskan bahwa, dalam perzinaan terdapat pembunuhan dalam 

beberapa segi. Salah satunya yaitu pada penempatan sebab 

kehidupan (sperma) bukan pada tempatnya yang sah. Ini bisa disusul 

keinginan untuk mengugurkannya, yakni membunuh janin yang 

dikandungnya. Kalau ia dilahirkan hidup, maka biasanya ia 

dibiarkan begitu saja tanpa ada yang memelihara dan mendidiknya, 

dan ini merupakan salah satu bentuk pembunuhan. Perzinaan juga 

                                                           
55 Departemen Agama RI,  op.cit., h.285 
 
56 Ahmad Sunarto, op.cit, h. 117 
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merupakan pembunuhan terhadap masyarakat yang merajalela di 

tengah-tengahnya keburukan, karena disini menjadi tidak jelas atau 

bercampur-baur keturunan seseorang serta menjadi hilang 

kepercayaan menyangkut kehormatan dan anak, sehingga hubungan 

antar masyarakat melemah yang akhirnya mengantar kepada 

kematian umat. Disisi lain perzinaan juga membunuh masyarakat 

dari segi kemudahan melampiaskan hawa nafsu, sehingga kehidupan 

rumah tangga menjadi sangat rapuh, bahkan tidak dibutuhkan lagi.57 

2) Surat an-Nur ayat 30-31;58 

َٰلكَِااقُل اذَ مۡۚۡ ٍُ افُرُوجَ ْ اَ اوَيَحۡفَظُ َٰرٌِمِۡ بصَۡ
َ
اأ انِوۡ ْ اَ ايَغُضُّ لّلِۡهُؤۡنِييَِن

ا مۡۚۡاإنَِّ ٍُ َ ال زۡكَََٰ
َ
اَأ ُۢابهَِاايصَۡيَعَُنَااٱللَّّ  ا٣٠خَبيُِ

اوَلَااوَقُل وَّ ٍُ افُرُوجَ اوَيَحۡفَظۡوَ َٰرٌِوَِّ بصَۡ
َ
اأ انِوۡ ايَغۡضُضۡوَ لّلِۡهُؤۡنِنََٰتِ

ِا اإ وَّ ٍُ ىايُبۡدِيوَازيِنَجَ ا ٍَ رَانِيۡ ٍَ انَااظَ الَّ
Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan 
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 
suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang mereka perbuat” 
“Katakanlah kepada wanita yang beriman: „Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali 
yang (biasa) nampak dari padanya.  

 
 

Berdasarkan al-Qur‟an surat an-Nur  ayat 30-31 di atas, Allah 

SWT memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan agar menahan 

                                                           
57 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah….op.cit, h. 456. 
 
58 Departemen Agama RI, op.cit.,h. 353 
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pandangannya dan memelihara kemaluannya, serta melarang wanita 

memperlihatkan “perhiasannya” kepada orang-orang selain dari yang 

biasa nampak darinya. Jika secara tidak sengaja pandangan mereka 

terarah kepada sesuatu yang diharamkan, segera dialihkan 

pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang 

diharamkan.59 Melihat hal-hal yang diharamkan itu sendiri termasuk 

perbuatan zina, sebagaimana hadits Rasulullah SAW;  

 أشبه باللمم مما قاى أبى عن عبد الله بن ع
ً
باض قاى ما زأًت شيئا

هسيسة إن الىبي }صلى الله عليه وطلم{ قاى إن الله لتب على ابن 

آدم حظه من الصها أدزك ذلو لا محالت فصها العيىين الىظس وشها 

  اللظان الىطق والىفع تمنى وتشتهي والفسج ًصدق ذلو أو ًنربه

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak 
melihat sesuatu yang lebih mirip dengan „kesalahan kecil‟ 
daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menakdirkan anak 
Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan 
mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut 
adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan 
berkeinginan. Sedangkan alat kelamin membuktikannya 
atau mendustakannya.60 

 
Berdasarkan hadits di atas, bahwa zina dalam pandangan 

Islam tidak hanya dalam pengertian persetubuhan di luar nikah, 

melainkan suatu perbuatan yang dapat menjurus kepada perzinaan, 

                                                           
59 Zulka‟dah, op.cit., h. 594-595 
 
60 Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari,  Jilid 3, No. 2399, Penerjemah: 

Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 653 
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dapat dianggap sebagai perbuatan zina hanya saja hal ini bukanlah 

kategori perzinaan yang dapat dikenai hukuman had sebagaimana 

yang dimaksud dalam al-Qur‟an surat an-Nur ayat 2 (tentang 

hukuman pelaku zina)  

Perzinaan yang dikenai hukuman had adalah perzinaan dalam 

bentuk yang sebenarnya, sebagaimana definisi zina yang dituliskan 

oleh Neng Djubaedah; hubungan seksual yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat 

dalam perkawinan yang sah, dilakukan sekedar atas dasar suka sama 

suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (Syubhat) dari para 

pelaku zina yang bersangkutan.61 Zina sebagaimana dimaksud hadits 

di atas merupakan kategori zina kecil karena tanpa melakukan 

hubungan seksual secara langsung. Perbuatan tersebut dapat 

diampuni oleh Allah SWT jika pelakunya bertaubat dan melakukan 

amal ibadah namun jika hal itu tidak cepat disadari oleh pelakunya, 

dapat menimbulkan zina yang lebih besar. 

3) Surat al-Ahzab ayat 59; 62 

ا ٍَ يُّ
َ
أ ااٱلنَّبُِّاايََ اوَنسَِاءِٓ اوَبَيَاثكَِ َٰجِكَ زۡوَ

َ
الِّّ يدُۡنيَِنااٱلهُۡؤۡنِييِناَقُل

افلََٗا ايُعۡرَفۡوَ ن
َ
اأ دۡنَََ

َ
اأ َٰلكَِ اذَ ۡۚ ٍِوَّ ِ َٰبيِب اجَلَ انِو ٍِوَّ نَاعَلَيۡ ََ اوَ ََيۡوَ  ايؤُۡ

اُ  ا٥٩غَفَُرٗاارَّحِيهٗاااٱللَّّ

                                                           
61 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di 

Indonesia…op.cit, h. 119 
 
62 Departemen Agama RI,  op.cit., h. 426 
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Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". 
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 
dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah 
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.  

 
Kandungan surat al-Ahzab ayat 59 yaitu; Allah 

memerintahkan kepada Nabi SAW dalam hal ini termasuk umat 

Islam sebagai pengikutnya agar memperingatkan para wanita baik 

yang telah menikah maupun belum menikah (yang telah baligh) 

untuk mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, tujuannya 

adalah untuk menunjukkan identitas wanita muslimah dan 

perlindungan dari para pelaku kejahatan. Ayat ini juga menjelaskan 

bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang harus ditutupi. 

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa hukum Islam 

mengatur secara tegas larangan perzinaan, bahkan hal-hal yang dapat 

memicu terjadinya tindakan perzinaan ditetapkan sebagai perbuatan 

dosa, di sisi lain juga menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang yang 

harus dilakukan oleh seseorang agar terhindar dari perbuatan zina yakni 

menahan pandangan, menutup aurat, tidak mendekati perbuatan-

perbuatan yang dapat memicu perzinaan dan sebagainya yang 

kesemuanya itu menurut penulis dapat dikatakan sebagai larangan 

pornografi dalam hukum Islam. 
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3. Teori Penerapan Hukum Islam di Indonesia 

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, 

hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam 

masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat 

penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini. Bukti-bukti yang 

menunjukkan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan 

nusantara yang mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam 

kebudayaan Indonesia. Pengaruh ini merupakan penetration pasifque 

tolerante et constructive (penetrasi secara damai, toleran, dan 

membangun)63 

Secara historis, pada mulanya hukum yang berlaku di nusantara 

(Indonesia) adalah hukum Islam dengan adat istiadat ditundukkan 

kedalamnya. Setelah belanda datang ke Indonesia, sistem hukum Eropa 

kemudian diperkenalkan, sehingga akhirnya ada dualisme sistem hukum 

yang saling berhadapan, yaitu sistem hukum Islam versus sistem hukum 

Belanda. Kemudian, berkat bantuan para orientalis, pemerintah Hindia 

Belanda berhasil mengangkat kedudukan adat istiadat lokal masyarakat 

yang kemudian diidentifikasikan sebagai sistem hukum adat dan 

mempertentangkannya dengan sistem hukum Islam, sambil semakin 

mengukuhkan kedudukan sistem hukum Belanda sendiri dalam praktik.64 

                                                           
63 Mustofa dan  Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 

h. 117 
 
64 Ibid 
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Setelah Indonesia merdeka, pembangunan hukum nasional mulai 

digiatkan sejak tahun 1970-an dan saat ini belum dilakukan evaluasi secara 

mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana 

“pembaruan masyarakat”. Hal ini mengingat ukuran keberhasilan 

pembangunan hukum tidak bisa disetarakan dengan pembangunan fisik.65 

Keberhasilan pembangunan hukum tidak dapat diukur hanya berdasarkan 

jumlah produk hukum yang dihasilkan, melainkan juga harus 

memperhatikan sejauh mana hukum berperan dalam membangun 

masyarakat yang lebih normatif dan sejauh mana tujuan hukum itu dapat 

terealisasi. 

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional pemerintah 

menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem yang eksis (living 

law) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat (Belanda) 

sebagai bahan bakunya.66 Tatanan hukum nasional Indonesia itu sendiri 

harus mengandung ciri: 

1) Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara; 

2) Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis 

kedaerahan dan keyakinan agama; 

3) Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi; 

4) Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas 

kewajaran, rasionalitas kaidah dan nilai. 

                                                           
65 Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

cet.I, h. 137 
 
66 Muhammad Syukri Albani Nasution, op.cit., h. 165 
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5) Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi 

masyarakat. 67 

Berdasarkan ciri di atas, terlihat adanya upaya memurnikan 

hukum di Indonesia dari pengaruh budaya asing yang sempat masuk ke 

Indonesia melalui penjajah, hal ini dikarenakan budaya asing dianggap 

tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang sangat 

berbeda antara bangsa kita dengan penjajah adalah moral dan/atau 

kesusilaan. Nilai moral atau kesusilaan mempunyai arti yang sangat 

penting, karena nilai moral atau kesusilaan ini secara implisit masuk 

dalam tujuan pembangunan nasional, sehingga menjadi sebuah 

keharusan bagi bangsa Indonesia untuk menghargai nilai moral 

tersebut.68 

Pembangunan hukum di Indonesia, selain bertujuan untuk 

mempertahankan budaya nasional, juga berupaya mengakomodasi 

aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, etnis dan agama, 

dalam hal ini agama Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. 

Selaras dengan  negara-negara mayoritas muslim lainnya, umat Islam di 

Indonesia pun tetap menjaga aspirasi mereka untuk mempraktekkan 

hukum Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide 

tentang praktek hukum Islam ini.  

                                                           
67 Ibid, h. 168-169 
 
68  W. Poespoprojo, Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek, (Bandung: 

Pustaka Grafika, 1998), h. 1. 
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Munculnya teori eksistensi hukum Islam mengindikasikan 

adanya upaya memasukkan pengaruh hukum Islam kedalam hukum 

positif. Teori eksistensi itu sendiri adalah teori yang menerangkan 

tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. 69 

Penulis memahami bahwa toeri ini berbeda dengan teori Receptie Exit 

dan teori Receptio A Contrario yang pembicaraannya masih sekitar 

pemberlakuan hukum Islam di atas hukum adat. Teori eksistensi lebih 

memposisikan hukum Islam di dalam hukum nasional (hukum Positif), 

atau dapat juga dikatakan bahwa teori eksistensi merupakan kelanjutan 

dari teori Receptie Exit yang menyatakan bahwa pemberlakuan hukum 

Islam tidak perlu bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum adat, 

dan teori Receptio A Contrario yang menyatakan bahwa hukum adat 

baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.70 

Menurut teori eksistensi, keberadaan hukum Islam dalam hukum 

nasional itu ialah:  

1) Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai 

bagian yang integral darinya; 

2) Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui berkekuatan hukum 

nasional dan sebagai hukum nasional; 

3) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) 

berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; 

                                                           
69 Mustofa dan  Abdul Wahid, op.cit., h. 150 
 
70 Ibid, h. 147-149 
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4) Ada dalam hukum nasional dalam arti sebagai bahan utama dan 

unsur utama hukum nasional Indonesia. 71 

Selain teori eksistensi hukum Islam di atas, Secara konseptual 

sungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan hukum 

Islam (syari‟at) di Indonesia, antara lain:72 

1) Teori pemikiran formalistik-legalistik. 
 

Teori ini berpendapat bahwa penerapan syari‟at Islam harus 

melalui institusi negara. Hal ini disampaikan oleh Habib Riziq 

Shihab, formalisasi syari‟at melalui konstitusi atau undang-undang 

harus diusahakan untuk menjaga subtansi syari‟at agar agama bisa 

dijalankan secara baik. Oleh karena itu beliau tidak setuju 

memisahkan antara subtansi dan formal.73  

Berdasarkan teori di atas, para ahli hukum Islam harus masuk 

dalam perpolitikan nasional agar memiliki posisi strategis dalam 

menetukan kebijakan hukum, salah satu jalur yang dapat ditempuh 

adalah melalui partai politik agar dapat menduduki posisi DPR atau 

Presiden, langkah-langkah inilah yang saat ini sedang dilakukan oleh 

para pendukung teori ini.  

 

 

                                                           
71 Ibid, h. 150 
 
72Adnan Qohar, Teori dan Pemikiran Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, artikel, 

melalui; http://www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel. Diakses pada 31 Maret 2020. 
 
73 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif 

Tata Hukum Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 20-21. 

http://www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel.%20Diakses%20pada%2031%20Maret%202020.
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2) Teori Pemikiran Strukturalistik. 
 

Teori pemikiran strukturalistik menghendaki perubahan 

dalam tatanan/institusi sosial dan politik agar bercorak Islami, Teori 

ini memiliki hubungan yang erat dengan teori pemikiran kulturalistik 

yang menekankan transformasi dalam prilaku sosial agar bercorak 

Islami, hubungan timbal balik keduanya sangatlah sinergis karena 

transformasi melalui pendekatan struktural dimaksudkan dapat 

mempengaruhi transformasi prilaku sosial sehingga lebih Islami. 

Sebaliknya transformasi prilaku sosial diharapkan dapat 

mempengaruhi transformasi institusi-institusi sosial dan politik 

menjadi lebih Islami. Pendekatan struktural mensyaratkan 

pendekatan politik, lobi atau melalui sosialisasi ide-ide Islam, 

kemudian menjadi masukan bagi kebijakan umum. 

Salah seorang pendukung utama pendekatan ini adalah Amin 

Rais, yang berpendapat sebagaimana dikutip oleh Rahmat Rosyadi 

dan Rais Ahmad, bahwa transformasi nilai-nilai Islam melalui 

kegiatan dakwah harus mencakup segala dimensi kehidupan 

manusia. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, 

sosial, budaya, ilmiah, dan lainnya harus menjadi sarana untuk 

merealisasikan nilai-nilai Islam. Konsekuensi dari pandangan ini, 

Amin mendukung perumusan dan implementasi sistem sosial Islam 
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termasuk melegislasi hukum Islam dalam tata hukum negara 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.74 

3) Teori Pemikiran Kulturalistik 

Pendekatan ini hanya mensyaratkan sosialisasi dan 

internalisasi syari‟at Islam oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan 

langsung dari otoritas politik dan institusi negara. Para pendukung 

pendekatan kultural ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika 

dan moral; sebagi sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan 

bangsa bahkan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan 

struktur sosial. Pendukung utama pendekatan kultural ini adalah 

Abdurrahman Wahid, ia berpendapat bahwa  Islam harus bertindak 

sebagai faktor komplementer untuk mengembangkan sistem sosio-

ekonomi dan politik, bukan sebagai faktor alternatif yang dapat 

membawa dampak disintegratif kehidupan bangsa secara 

keseluruhan, ia lebih cenderung untuk menjadikan syariat‟at Islam 

sebagai sebuah perintah moral (moral injuction) daripada sebagai 

sebuah tatanan legalistik-formalistik.75 

4) Teori Pemikiran Subtantialistik-Aplikatif 

Di kalangan akademis, pemikiran penerapan syari‟at Islam 

lebih cendrung kepada analisis akademis yang tidak menunjukan pro 

dan kontra karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun 

                                                           
74 Ibid., h. 27. 
 
75 Adnan Qohar, loc.,cit. 



45 
 

dan pihak manapun. Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik 

ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif. Penerapannya 

diserahkan kepada umat Islam sendiri; apakah harus berdasarkan 

otoritas negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individu, 

atau kolektif.76 

Salah satu pendukung teori ini adalah Muhammad Daud Ali, 

ia menjelaskan bahwa hukum Islam yang berlaku di Indonesia ada 

dua macam, yaitu secara normatif dan formal yuridis. Hukum Islam 

yang berlaku secara nomatif adalah bagian hukum Islam yang 

mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-norma itu 

dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan tergantung pada 

kuat lemahnya kesadaran umat Islam akan norma-norma normatif 

itu. Daud Ali berpendapat bahwa hukum Islam yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dengan 

masyarakat. Di dalam proses peralihannya menjadi hukum positif 

harus berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan dan perundang-

undangan, misalnya hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan 

hukum wakaf yang telah dikompilasikan.77 

 
Terlepas dari berbagai teori tentang penerapan hukum Islam di 

Indonesia di atas, menarik untuk kita perhatikan pendapat Rifyal 

Ka‟bah yang dikutip oleh Jazuni; hukum Islam memiliki cakupan yang 
                                                           

76 Ibid 
 
77 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), cet. III,  h. 5-6. 
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lebih luas dari hukum nasional. Oleh karena itu sebagian ketentuannya 

tidak memerlukan kekuasaan negara untuk penegakkannya, Sebagian 

lagi membutuhkannya dan sebagian yang lain tidak membutuhkannya, 

bergantung pada situasi dan kondisi. Dengan demikian, tidak semua 

ketentuan atau aturan hukum Islam perlu dilegislasikan. Ketentuan 

hukum Islam yang perlu dilegislasi adalah ketentuan hukum yang 

memiliki kategori: 

1) Penegakannya memerlukan bantuan kekuasaan negara. 

2) Berkorelasi dengan ketertiban umum.78 

B. Sejarah Ringkas Penyusunan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pornografi 

 

Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (saat masih 

berbentuk rancangan bernama RUU Anti pornografi dan Pornoaksi, disingkat 

RUU APP) adalah suatu produk hukum yang mengatur mengenai pornografi 

(dan pornoaksi pada awalnya). Disetujui untuk menjadi undang-undang 

dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008, dan disahkan oleh 

Presiden serta diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008.79  

Pembahasan dalam bentuk RUU APP ini sudah dimulai sejak tahun 

1997 di DPR, Dalam perjalanannya draf RUU APP pertama kali diajukan 

pada 14 Februari 2006, berisi 11 Bab dan 93 pasal. 80  Pornografi dalam 

                                                           
78 Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 

h.353 
 
79 I Made Adhy Mastika, op.cit., h. 459 
 
80 Republika Online, RUU Pornografi Segera Disahkan,  21 September 2008, diakses 

pada 14 Februari 2020. 
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rancangan pertama didefinisikan sebagai “substansi dalam media atau alat 

komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang 

mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika”. Sementara pornoaksi 

adalah “perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di 

muka umum”. 81 

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontroversial dihapus sehingga 

tersisa 82 pasal dan 8 Bab. Di antara pasal yang dihapus pada rancangan 

kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. 

Selain itu, rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi. 

Karena definisi ini dipermasalahkan, maka disetujui untuk menggunakan 

definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu porne (pelacur) 

dan graphos (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau 

gambar tentang pelacur”. Definisi pornoaksi pada draft ini adalah “upaya 

mengambil keuntungan, dengan memperdagangkan atau mempertontonkan 

pornografi”.82 

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada Presiden pada 24 

Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari 10 Bab dan 52 pasal. Judul RUU 

APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi. Ketentuan mengenai 

pornoaksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri 

Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk 

                                                           
81  http://www.id.wikipedia.org./wiki/Undang-Undang_Pornografi, diakses pada 16 

Februari 2020. 
 
82 Ibid 

http://www.id.wikipedia.org./wiki/Undang-Undang_Pornografi
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membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR. Dalam draf final, RUU 

Pornografi tinggal terdiri dari 8 Bab dan 45 pasal.83 Bab-bab yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

Bab   I  :  Ketentuan Umum, 
Bab   II  :  Larangan dan Pembatasan,  
Bab   III  :  Perlindungan Anak,  
Bab   IV  : Pencegahan  
Bab   V : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan  
Bab   VI  : Pemusnahan,  
Bab   VII  : Ketentuan Pidana,  
Bab   VIII  : Ketentuan Penutup 
 

Sejak awal timbulnya ide rancangan undang-undang tersebut, 

pembahasan yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat sudah mengalami 

berbagai kendala karena adanya fraksi yang dengan keras menentangnya. Ini 

kemudian terus berlangsung hingga akhir pembahasan, bahkan telah terjadi 

aksi walk out 2 fraksi dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia saat itu, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (FPDIP) dengan fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). 

Pergumulan itu terjadi di forum parlemen, forum politik supra struktur politik 

negara yang memiliki kedudukan penting serta strategis dalam menetapkan 

suatu peraturan perundang-undangan yang sah, mengikat dan berlaku bagi 

seluruh warga negara.84 

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti 

pornografi dan pornoaksi juga mendapatkan penentangan keras dari sejumlah 

                                                           
83 Ibid, lihat juga:  Karnadi, Penjelasan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 

(Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2008) h. 14 
 
84 Firdaus Syam, dkk., Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi, (Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), h. 3 
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kelompok masyarakat daerah seperti; Bali, Sulawesi Utara dan Papua, ada 

kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik meskipun 

secara mayoritas dari wilayah tidak mempersoalkan bahkan memberi 

dukungannya. Bagi yang menolak dari kelompok masyarakat di sejumlah 

daerah itu didasarkan karena adanya rasa takut apabila kebiasaan-kebiasaan 

yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun akan 

dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pornografi. Misalnya, bagi 

masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk 

terbiasa telanjang dada. Demikian pula saudara kita di Papua dengan 

kebiasaannya untuk menutup aurat itu secara seadanya, dengan kebiasaan itu 

masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan 

atau dipertontonkan kepada umum.85 

Walaupun banyak pihak yang menentang pemberlakuan UU.No 44 

Tahun 2008, namun pemerintah tetap mengesahkannya dengan beberapa 

penyesuaian, karena kehadiran undang-undang ini dipandang sebagai suatu 

kebutuhan untuk mengatur dan menekan maraknya pornografi yang beredar 

dan merajalela di lingkungan masyarakat. 

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan 

Diakui bahwa kajian mengenai undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 

tentang pornografi bukan merupakan penelitian yang baru, sudah ada 

penelitian yang membahasnya baik dalam bentuk tesis, disertasi, buku, jurnal, 

dan sebagainya. Diantaranya yaitu: 

                                                           
85Ibid, h. 5 
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Buku karya Neng Djubaedah, S.H.,M.H., dengan judul Pornografi 

dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, yang berisi perbandingan 

ketentuan hukum positif di Indonesia (KUHP) dengan hukum Islam dalam 

bidang pornografi dan pornoaksi, serta pendapat dan solusi penanggulangan 

masalah ini dalam perspektif hukum Islam.86 Perbedaannya dengan penelitian 

ini adalah, dalam penelitian ini mengulas masalah pornografi dan pornoaksi 

dengan latar belakang fatwa MUI, serta pengaruhnya terhadap pembentukan 

Undang-undang. 

I Made Adhy Mastika, Jurnal Magister Hukum Udayana, dengan 

judul: Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ditinjau 

dari Perspektif Politik Hukum. Pada jurnal ini dibahas tentang kendala-

kendala dalam menerapkan undang-undang tentang pornografi, serta melihat 

undang-undang tersebut dari segi kebutuhan atau kepentingan hukum. 

Berdasarkan isi dari karya-karya di atas, penulis belum menemukan 

kajian yang membahas tentang Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 

dengan pendekatan maqashid syariah maka penulis berkesimpulan bahwa 

kajian yang membahas masalah tersebut belum ada dalam suatu karya ilmiah. 

 

 

                                                           
86  Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam, (Bogor: 

Kencana, 2003), cet. I. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 
Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga kemudian dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah.87 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitian. 88  Lebih lengkapnya, penelitian kepustakaan adalah kajian yang 

menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai bahan 

yang ada baik berupa buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi lainnya yang 

memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan kemudian dianalisis dan 

diambil kesimpulan sesuai dengan tema penelitian. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian 

kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah 

dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang 

telah terkumpul kemudian melakukan analisis dengan teori-teori yang 

digunakan, selanjutnya merumuskan kesimpulan. 

                                                           
87 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 6 
 
88  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008), h. 3 
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Khusus untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

kepustakaan (library research) karena beberapa alasan yang mendasarinya, 

Pertama bahwa sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen 

Negara berupa aturan perundang-undangan tertulis. Kedua, studi kepustakaan 

diperlukan untuk mengetahui berbagai pendapat dan pandangan para tokoh 

terkait masalah yang diteliti yang disajikan dalam bentuk buku, jurnal 

penelitian, maupun artikel. Ketiga, data-data kepustakaan lebih mudah untuk 

didapatkan. 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu: 

1. Data Primer yaitu sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti 

dari objek penelitian. 89  atau data yang diperoleh dari sumber pertama. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber primer adalah Undang-undang 

Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 

2. Data Skunder  yaitu sumber data kedua, diperoleh dari berbagai literatur 

yang berkaitan dengan penelitian baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal dan 

sebagainya. Data skunder dalam penelitian ini di antaranya:   kitab al-

Muwafaqat  fi Usul al-Syari’ah karya al-Syatibi, Filsafat Hukum Islam dan 

Maqashid Syari’ah karya Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmad 

Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam karya Fathurrahman Djamil, 

Filsafat Hukum Islam karya TM. Hasbi Ash Shidiqie, Pornografi dan 

                                                           
89 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 152 
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Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam karya Neng Djubaedah, Undang-

undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Ditinjau dari Perspektif 

Politik Hukum, karya I Made Adhy Mastika, Jurnal Magister Hukum 

Udayana, vol. 5 No. 3, September 2016, dan sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: mencari literatur 

berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan, kemudian dibaca, diberi tanda berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu, diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Data yang 

telah diolah kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-

masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis untuk 

selanjutnya mengambil kesimpulan. 

D. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis. Dalam 

hal ini penulis menggunakan metode: 

1. Content Analitik 

Content analitik atau analisis isi adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak 

dalam media masa. 90  Teknik ini digunakan untuk mengulas secara 

mendalam pesan-pesan yang termuat di dalam Undang-undang Nomor 44 

Tahun 2008 tentang Pornografi, dan untuk mengetahui makna-makna yang 

terkandung di dalamnya secara  kontekstualnya. 

                                                           
90 https://researchgate.net>analisis konten. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2021 
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2. Deskriptif Analitik 

Metode deskriptif analitik adalah metode yang digunakan untuk 

menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara 

secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara 

maksimal. 91  Metode ini digunakan dalam rangka memberikan gambaran 

tentang Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan apa adanya 

kemudian  memberikan interpretasi terhadapnya. 

3. Metode Komparatif 

Penelitian ini juga mengemukakan berbagai pendapat atau ide-ide 

yang terkait dengan topik pembahasan  untuk selanjutnya dilakukan 

perbandingan. 

 

 

                                                           
91  Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya Dan Ilmu Sosoal 

Humaniora Pad Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 336. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam Tesis ini, penulis memperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pornografi menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah 

gambar, tulisan, atau perbuatan yang malanggar norma kesusilaan 

dimasyarakat yang menyangkut masalah seksualitas dan ketelanjangan. 

Norma kesusilaan dijadikan sebagai alat ukur pornografi agar penerapan 

Undang-undang tersebut bersifat fleksibel dan berpeluang diterapkan 

secara berbeda berdasarkan analisis terhadap adat istiadat dan kebudayaan 

setempat yang pelaksanaannya dilakukan oleh hakim. Penetapan Undang-

undang tentang pornografi dianggap penting mengingat dampak negatif 

yang ditimbulkan begitu besar dan mengancam stabilitas kehidupan, 

sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya dinilai 

tidak mampu mengatasi maraknya penyebaran pornografi. Bentuk-bentuk 

pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 terdiri dari: 

pornografi dalam bentuk gambar atau tulisan, pornografi dalam bentuk 

perbuatan, dan pornografi dalam bentuk komersil. Larangan pornografi 

dalam Undang-undang ini mencakup; larangan pembuatan,  

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, serta larangan melibatkan 

anak dalam pornografi. Bentuk hukuman dari pelanggaran tersebut 

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, 
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sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan 

pidana yang melibatkan anak 

2. Larangan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dimuat 

pada pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 

10, pasal 11 dan pasal 12, pada intinya pasal-pasal tersebut berisi tentang 

larangan memproduksi, menyebarluaskan,  dan menggunakan produk 

pornografi. Dalam perspekti maqashid syari’ah, larangan-larangan 

tersebut merupakan bentuk pemeliharaan terhadap harta, akal, dan 

kehormatan. Namun secara umum, pornografi masuk pada masalah yang 

bersifat dharuriyah sehingga larangan pornografi sejatinya berkaitan 

dengan upaya memelihara eksistensi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan 

harta karena dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari bisnis 

pornografi, kecanduan pornografi, pemerkosaan, aborsi, dan sebagainya. 

B. Saran  

1. Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 seharusnya mendapat 

dukungan dari semua pihak, karena di dalamnya mengandung unsur 

kemaslahatan bagi semua manusia. Membiarkan segala betuk pornografi 

sama halnya membiarkan kerusakan pada tatanan kehidupan masyarakat, 

sementara menjaga kestabilan sosial jauh lebih penting daripada sekedar 

menjaga eksistensi budaya lokal. Bahkan maraknya pornografi justru dapat 

mengancam kebudayaan lokal yang mengedepankan etika dan sopan 

santun.  
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2. Diharapkan agar ada peneliti lain yang meneliti tentang implementasi 

hukum Islam dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 

Pornografi. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  44  TAHUN  2008   

TENTANG 

PORNOGRAFI  

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang 

berdasarkan  Pancasila dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan 

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati 

kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat,  

berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat 

dan martabat setiap warga negara; 

b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi semakin berkembang luas di 

tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan 

tatanan sosial masyarakat Indonesia; 

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum 

dapat memenuhi kebutuhan hukum serta 

perkembangan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Pornografi; 

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat 

(2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI. 

 

BAB I . . . 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, 

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, 

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya 

melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan 

atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan 

dalam masyarakat. 

2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi 

yang disediakan oleh  orang perseorangan atau korporasi 

melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi 

teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi 

elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang 

cetakan lainnya. 

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum.  

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun. 

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 

Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

Pasal 2 

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha 

Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat 

kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, 

nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.  

  

 Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 

Undang-Undang ini bertujuan: 

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan 

masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, 

menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, 

serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan; 

b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni 

dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan 

masyarakat Indonesia yang majemuk;  

c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral 

dan akhlak masyarakat; 

d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi 

warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan 

perempuan; dan  

e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi 

seks di masyarakat. 

  

  

BAB II 

LARANGAN DAN PEMBATASAN 

Pasal 4 

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, 

memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, 

menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan 

pornografi yang secara eksplisit memuat:  

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang 

menyimpang; 

b. kekerasan seksual; 

c. masturbasi atau onani; 

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan 

ketelanjangan;  

e. alat kelamin; atau 

f. pornografi anak. 

(2) Setiap . . . 
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(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau 

tampilan yang mengesankan ketelanjangan; 

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas 

seksual; atau 

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung 

maupun tidak langsung layanan seksual. 

Pasal 5 

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). 

Pasal 6 

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang 

diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. 

Pasal 8 

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan 

dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan 

pornografi. 

Pasal 9 

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek 

atau model yang mengandung muatan pornografi. 

Pasal 10 

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain  

dalam pertunjukan atau di muka umum yang 

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 

persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.  

 

Pasal 11 . . . 
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Pasal 11 

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan 

dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. 

Pasal 12 

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, 

membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa 

anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi. 

Pasal 13 

(1) Pembuatan,  penyebarluasan,  dan  penggunaan 

pornografi  yang  memuat  selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di 

tempat dan dengan cara khusus. 

Pasal 14 

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan 

pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk 

pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan 

pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

   

BAB III 

PERLINDUNGAN ANAK 

 Pasal 15 

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh 

pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi 

pornografi. 

Pasal   16 

(1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat 

berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, 

serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi 

setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. 

(2) Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, 

pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik 

dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

   

BAB IV  

PENCEGAHAN 

 Bagian Kesatu 

Peran Pemerintah 

 Pasal 17 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 

pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi. 

Pasal 18 

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17, Pemerintah berwenang: 

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan 

penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, 

termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;  

b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan 

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai 

pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam 

pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi. 

Pasal 19 

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang: 

a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan 

penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, 

termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di 

wilayahnya;  

b. melakukan . . . 
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b. melakukan  pengawasan terhadap pembuatan, 

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di 

wilayahnya;  

c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai 

pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, 

dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan 

d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan 

edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di 

wilayahnya.   

  

Bagian Kedua  

Peran Serta Masyarakat 

 Pasal 20 

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan 

pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan 

penggunaan pornografi.  

Pasal   21 

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara: 

a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;  

b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;  

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-

undangan yang mengatur pornografi; dan   

d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap 

bahaya dan dampak pornografi.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal   22 

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat 

perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 
BAB V . . . 
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BAB V 

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN 
DI SIDANG PENGADILAN 

 Pasal  23 

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan 

berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. 

Pasal  24 

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat 

bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak 

terbatas pada: 

a. barang yang  memuat tulisan atau gambar dalam bentuk 

cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, 

maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan  

b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran 

komunikasi lainnya. 

Pasal  25 

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang 

membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data 

elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan 

internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data 

elektronik lainnya. 

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan 

data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban 

menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang 

diminta penyidik. 

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa 

layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau 

membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau 

berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik. 

 

 

Pasal  26 . . . 
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Pasal  26 

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim 

turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, 

penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di 

tempat data tersebut didapatkan. 

Pasal  27 

(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara 

yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas 

perkara. 

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara 

yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus. 

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua 

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib 

merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan 

sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data 

elektronik yang dimusnahkan atau dihapus. 

  

 BAB VI  

PEMUSNAHAN 

 Pasal  28 

(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil 

perampasan. 

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan 

membuat berita acara yang sekurang-kurangnya 

memuat: 

a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang 

menyebarluaskan pornografi; 

b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan; 

c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan 

d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai 

barang yang dimusnahkan. 

  

  
BAB VII . . . 
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BAB VII 

KETENTUAN PIDANA 

 Pasal 29 

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, 

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) dipidana  dengan pidana penjara paling 

singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah). 

Pasal 30 

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana  dengan pidana 

penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6  

(enam)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  sedikit  

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Pasal 31 

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Pasal 32 

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

Pasal 33 

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 

Pasal 34 . . . 
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Pasal 34 

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan 

dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana  

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah). 

Pasal 35 

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau 

model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 dipidana  dengan pidana penjara 

paling  singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp6.000.000.000,00 (enam  miliar rupiah). 

Pasal 36 

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain  

dalam pertunjukan atau di muka umum yang 

menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, 

persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana  dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah). 

Pasal 37 

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau 

sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 

Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 

(sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. 

 

 

 Pasal 38 . . . 
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Pasal 38 

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, 

membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa 

anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana  dengan 

pidana penjara paling  singkat 6 (enam) bulan dan paling 

lama 6 (enam)  tahun  dan/atau pidana  denda  paling  

sedikit  Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

Pasal 39 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 

30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, 

Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. 

Pasal 40 

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau 

atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan 

pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau 

pengurusnya. 

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh 

orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun 

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan 

korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama. 

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu 

korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. 

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya 

pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan 

dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi 

supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap 

korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan 

surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus 

di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus 

berkantor. 

(7) Dalam . . . 
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(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan 

korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap 

pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap 

korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 

3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap 

pasal dalam Bab ini. 

Pasal 41 

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 

ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: 

a. pembekuan izin usaha; 

b. pencabutan izin usaha; 

c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan 

d. pencabutan status badan hukum. 

 BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 42 

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-

Undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, 

kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Presiden. 

Pasal 43 

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling 

lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau 

menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau 

menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk 

dimusnahkan.  

Pasal 44 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang mengatur atau 

berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang ini.  

Pasal 45 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

  

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 26 November 2008     

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

                       ttd. 

 

  

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 26 November 2008        

  

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

                  REPUBLIK INDONESIA, 

  

                                ttd. 

 

 

                    ANDI MATTALATTA 

  

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181    



PENJELASAN  

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  44  TAHUN  2008      

TENTANG 

PORNOGRAFI 

  

I. UMUM 

 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan       

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan 

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. 

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil 

terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan 

kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan 

tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di 

tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan 

pencabulan. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah 

mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang 

Etika Kehidupan Berbangsa mengenai  ancaman yang serius terhadap 

persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam 

pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan 

oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media 

pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk 

mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia. 

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum 

memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga 

perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi. 

Pengaturan  . . . 
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Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, 

kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga 

negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini adalah: 

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 

2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan 

larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta 

menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 

3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan 

generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. 

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1)  

pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) 

pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, 

termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. 

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk 

hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan 

pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, 

yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap 

perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu,  pemberatan juga 

diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi 

dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman 

tambahan. 

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, 

Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, 

lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, 

dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, 

pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi 

korban atau pelaku pornografi. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi 

diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara 

tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian 

luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta 

menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.  

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 

Cukup jelas. 

 Pasal 3 

Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya 

diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. 

 Pasal 4 

Ayat  (1)  

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk 

dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" 

antara lain  persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya 

dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan 

homoseksual. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain 

persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan 

(penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau 

pemerkosaan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan” adalah 

suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, 

tetapi masih menampakkan  alat kelamin secara eksplisit. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang 

melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang 

berperan atau bersikap seperti anak. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Pasal 5 

Yang dimaksud dengan “mengunduh” (down load) adalah mengambil fail 

dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.  

 

 
 Pasal 6 . . . 
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 Pasal 6 

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya 

sendiri dan kepentingan sendiri.  

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-

undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, 

lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga 

pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga 

pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, 

laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya. 

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, 

memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya 

dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan 

lembaga yang dimaksud. 

  

Pasal 7 

Cukup jelas. 

  

Pasal 8 

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman 

atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk 

atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.  

  

Pasal 9 

Cukup jelas. 

  

Pasal 10 

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan 

seksual, masturbasi, atau onani. 

  

Pasal 11 

Cukup jelas. 

   

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

 Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, 

membuat, memperbanyak, atau menggandakan. 

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk 

menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, 

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, 

meminjamkan, atau menyediakan. 

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, 

mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan. 

  

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam 

ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian 

bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan 

sesuai dengan konteksnya. 

     

  Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" 

misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak 

atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan 

pornografi. 

  

Pasal 14 

Cukup jelas. 

  

Pasal 15 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh 

pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait 

dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. 

  

Pasal 16 

Cukup jelas. 

  

Pasal 17 

Cukup jelas. 

  
 Pasal 18 . . . 
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Pasal 18 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" 

adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa 

pornografi. 

  

Huruf b 

Cukup jelas. 

  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" 

adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa 

pornografi. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah 

agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, 

tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan 

hukum lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 Pasal 23 . . . 
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Pasal 23 

Cukup jelas. 

  

Pasal 24 

Cukup jelas. 

  

Pasal 25 

Yang dimaksud dengan “penyidik” adalah penyidik pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia sesuai  dengan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

  

Pasal 26 

Cukup jelas. 

  

Pasal 27 

Cukup jelas. 

  

Pasal 28 

Cukup jelas. 

  

Pasal 29 

Cukup jelas. 

  

Pasal 30 

Cukup jelas. 

  

Pasal 31 

Cukup jelas. 

  

Pasal 32 

Cukup jelas. 

  

Pasal 33 

Cukup jelas. 

  

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 Pasal 35 . . . 
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Pasal 35 

Cukup jelas. 

  

Pasal 36 

Cukup jelas. 

  

Pasal 37 

Cukup jelas. 

  

Pasal 38 

Cukup jelas. 

  

Pasal 39 

Cukup jelas. 

  

Pasal 40 

Cukup jelas. 

  

Pasal 41 

Cukup jelas. 

  

Pasal 42 

Cukup jelas. 

  

Pasal 43 

Cukup jelas. 

  

Pasal 44 

Cukup jelas. 

  

Pasal 45 

Cukup jelas. 

  

  

  

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4928 
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